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TENTANG
TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas luar negeri Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat
dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab;

b. bahwa sampai saat ini belum terdapat peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara
perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan  Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional tentang Tata Cara Perjalanan Dinas

Luar Negeri di Lingkungan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional,
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;

Peraturan Badan  Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

Peraturan Badan  Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai
Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA PERJALANAN
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DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut
Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan ke
luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan
dinas/negara;

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana.

Mitra Kerja adalah perseorangan atau lembaga
pemerintah atau, organisasi swasta, lembaga swadaya
organisasi masyarakat (LSOM) yang berperan serta dalam
pengelolaan program pembangunan keluarga,
kependudukan, dan keluarga berencana.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat
komitmen dalam rangka Perjalanan Dinas bagi pegawai
BKKBN atau Mitra Kerja.

Pelaksana SPD adalah pegawai dan Mitra Kerja yang
melaksanakan Perjalanan Dinas.

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh
pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang
menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri
Sipil untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi
kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier
Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal.

Pelatihan Jangka Pendek adalah program kursus yang
bersifat jangka pendek, kurang dari satu tahun, yang

dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintah,
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atau swasta sebagai penyelenggara program pelatihan di
luar negeri.

Deputi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN
yang membidangi pendidikan, pelatihan dan
pengembangan.

Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
BKKBN yang membidangi pendidikan, pelatihan dan

kerja sama luar negeri.

BABII
BENTUK PERJALANAN DINAS

Pasal 2
Bentuk Perjalanan Dinas di lingkungan BKKBN, terdiri
atas:
a. Tugas Belajar studi jangka panjang S-2 (Strata-Dua)
dan S-3 (Strata-Tiga) di luar negeri;
b. pertemuan di luar negeri sebagai peserta dan/atau
pembicara yang diundang (invited speaker);
c. pertemuan ilmiah di luar negeri sebagai pembicara

yang diundang (oral presentation);

d. Pelatihan Jangka Pendek di luar negeri;

e. penjajakan kerja sama luar negeri;

f.  penandatanganan kerja sama luar negeri;

g. monitoring kerja sama luar negeri; dan

h. tugas dinas lainnya ke luar negeri dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pelaksana SPD.
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BAB III
TAHAPAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tahapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 adalah:

a.
b.

C.

persiapan;

pelaksanaan; dan

pasca pelaksanaan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 4

Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas

wajib mendapatkan izin dari Presiden atau pejabat yang

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Prosedur mendapatkan izin Presiden sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melalui:

a.

pengajuan permohonan izin secara tertulis dalam
jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari
kerja sebelum rencana tanggal keberangkatan
dan/atau ditentukan kemudian; dan

permohonan izin mencantumkan urgensi
kunjungan, rincian program, jumlah dan nama
rombongan, serta sumber pendanaannya dengan
melampirkan undangan atau pemberitahuan dari
pelaksana kegiatan di luar negeri.

rekomendasi dari kementerian yang bertugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
politik dan hubungan luar negeri apabila Perjalanan
Dinas ke negara yang belum memiliki hubungan

diplomatik dengan Indonesia.



